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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PERPEKTIF 

HUKUM POSITIF DI INDONESI (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu) 

ABSTRAK 

WULANSARI ALMA NUR SOPHIA ZAIN 

NIM. 1717303044 

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut 

Undang-Undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangan penting 

untuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi 

maupun memperkerjakannya. Fenomena pekerja anak di Indonesia ini merupaka 

persoalan yang kompleks, berdimensi pada faktor ekonomi, sosial dan budaya 

yang sudah ada sejak berabad-abad. Pekerja anak saat ini tidak bisa di pungkiri, 

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada 

jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan samapai pada perdangan anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer 

yang digunakan yaitu wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kanit PPA POLRESTA 

Kabupaten Indramayu. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal dan 

skripsi.  

Penelitian ini menunjukan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan 

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas 

Ketenagakerjaan, dan Kepolisian dengan berbagai upaya diantaranya Sosialisasi 

dan Edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak 

menurut hukum positif di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Pasal 66 tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual, hal tersebut sesuai dengan kasus yang ada di 

Kabupaten Indramayu, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur. Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu sudah 

menerapkan Undang-Undang Tersebut. Namun, kasus tersebut belum dapat 

teratasi secara maksimal.  

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Hukum Positif.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

1. Vokal Panjang 

 Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf 

2. Vokal  Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

--  َ --- Fath}ah Ditulis A 

--  َ --- Kasrah Ditulis I 

--  َ --- Ḍa|mmah Ditulis U 

 

C. Ta Marbu>ta}h 

 Transliterasi untuk ta‟ marbutah: 

1. Ta marbu>t}ah hidup 

       Ta marbu>t}ah hidup ata mendapatkan harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya t. 
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2. Ta marbu>t}ah mati 

Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah \h/. 

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

D. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda syaddah tau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu sendiri.  

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung. 
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F. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu 

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis 

memilih penulisan kata ini dengan perkata. 

H. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal 

kata sandang. 
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MOTTO 

 

“Berdirilah di kakimu sendiri maka kamu akan menemukan itu dan Musuh 

terbesarmu adalah diri kamu sendiri.” 
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BAB I 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut sudah terdapat dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada 

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”.
1
 Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara 

hukum, prinsip keadilan sangat diperlukan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang 

kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan.
2
 Dalam konstitusi kita 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap 

anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3
 

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak 

kecil. Istilah pekerja untuk dapat memiliki konotasi pengeksploitasian 

anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan 

bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan 

prospek masa depan. Anak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan 

sosial, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, anak diyakini 

sebagai generasi penerus keluarga, baik pada sistem patrilineal, matrilineal 

                                                           
1
 Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undnag Dasar 1945 

2
 Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta 

Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, Justitia Islamica, Vol. 11, No.1, 2014, hlm. 

61. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92 
3
 Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar  1945 
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maupun parental, anak mempunyai peran dan manfaat dikeluarga serta 

lingkungan masyarakat. Anak merupakan tulang punggung bangsa di masa 

yang akan datang karena anak merupakan generasi penerus yang potensial 

untuk meneruskan cita-cita bangsa dan negara.
4
 

Proses tumbuh kembang, anak mempunyai hak-hak asasi yang 

dipenuhi oleh orangtuanya, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara 

optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual, tetapi kenyataannya 

tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak-hak 

tersebut secara optimal terutama bagi anak yang perekonomian 

orangtuanya tidak memadai sehingga anak harus bekerja membantu 

perekonomian keluarga. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak 

terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan samapai 

pada perdangan anak. Hal ini, disebabkan ketidakberdayaan anak tersebut. 

Pekerja anak terutama sampai saat ini merupakan permasalahan dalam 

perlindungan anak terutama di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia. Alasan ekonomi yang menyebabkan si anak harus rela 

“dipekerjakan” oleh orang tuanya dengan menjadi pekerja anak demi 

membantu perekonomian keluarga, karena di Indonesia anak yang 

membantu orangtuanya bekerja bisa dipandang sebagai anak yang berbakti 

kepada orang tua. Faktor sosial dan budaya ini juga menyebabkan pekerja 

dibawah umur di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lumrah. 

                                                           
4
 Mukmin Zakie, Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Informal di 

Indonesi (Surabaya: Surya Advertising, 2017), hlm. 219. 
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Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah 

isu pekerja anak. Isu ini telah menggelobal karena begitu banyak anak-

anak diseluruh dunia yang bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya 

isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan 

memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan 

berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat 

perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan, dalam kasus dan 

bentuk tertentu pekerja anak telah masuk, sebagai kualifikasi anak-anak 

yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.
5
 

Permasalahan  anak yang menjadi perhatian dari berbagai pihak 

adalah terkait dengan adanya masalah pekerjaan anak. Pekerja anak pada 

umumnya merupakan bidang marginal serta tidak memerlukan 

keterampilan khusus seperti menjadi buruh pabrik/industri, pembantu 

rumah tangga, kuli angkut, penjual Koran, pedagang kaki lima, prostitusi, 

penjaga toko, dan lain sebagainya.
6
 Secara istilah pekerja anak dapat 

diartikan sebagai anak atau buruh anak yang melakukan pekerjaan secara 

rutin untuk orangtuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang 

membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau 

tidak.
7
 

                                                           
5
Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif 

Konvensi Hak-Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7-8. 
6
Pita Jubaningtyas Hardono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah 

dan Jam Kerja”, Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2,( November 2018), hlm. 672. 
7
 Fivi Elfira Zulfikar, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak dibawah 

Umur Pada Sector Informal di Kota Makassar”, Skripsi (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), hlm. 2. 
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Selain itu di lingkungan kerja informal, pekerja anak bekerja sebagai 

pedagang asongan, penjaga toko, pengangut barang di pasar, tukang 

parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan, tukang batu, 

pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Selain kerugian yang bersifat 

jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan mengalami tindakan-

tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak 

mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia mereka melakukan 

pekerjaan orang dewasa, dampaknya mereka tua sebelum waktunya.
8
 

Perdagangan anak buruh migran di Kabupaten Indramayu, Provinsi 

Jawa Barat ini masih tinggi jumlahnya. Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) mencatat di wilayah Indramayu ini ada kurang lebih 30 anak yang 

telah menjadi korban. Perdagangan anak buruh migran ini ditutupi melalui 

pemalsuan dokumen. Umur anak akan dituakan beberapa tahun sesuai 

kebutuhan perkerjaan di luar negeri, yang nantinya diketahui lagi melalui 

kontrak kerja. Bagi buruh migran resmi akan ada penandatanganan 

kontrak kerja jelas berisi hak-hak seperti gaji atau tunjangan, dan yang 

lainnya. Selain itu, di Kabupaten Indramayu sendiri banyak anak yang 

menjadi korban perdangan modus buruh migran, maupun pekerjaan yang 

lainnya karena faktor ekonomi. Anak disuruh bekerja untuk mengabdi 

kepada orang tua, dengan pemalsuan dokumen-dokumen lainnya, sehingga 

tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak buruh migran. Selain 

                                                           
8
Heski Kalangie, “Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di 

Indonesia”, Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, (Agustus-November, 2014), hlm. 159. 
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pekerja anak buruh migran, pekerja anak lainnya seperti penjaga toko, 

tukang parker, buruh pasar, dan lain sebagainnya.
9
  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Indramayu tengah berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja 

anak agar tidak terjadi lebih banyak kasus pekerja anak, Perlindungan 

Khusus atau perlindungan anak yang ada di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak ini yaitu untuk Pemenuhan Hak Anak, 

Pelayanan Pengaduan masyarakat terhadap anak yang memerlukan 

perlidungan khusus tingkat kota/kabupaten. 

Dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) 

sebagaimana yang dimaksud “Hak anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
10

 

Peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melindungi anak sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu  Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 42 huruf h 

yaitu: “aktif dalam penghapusan eksplotasi terhadap anak secara ekonomi 

dan/atau seksual”.
11

 Peran dan Tanggungjawab dunia usaha sudah diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

                                                           
9
https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/18480511/mengungkap-praktik-

perdagangan-anak-buruh-migran-di-indramayu-pelaku-kadang?page=all. 
10

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1). 
11

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Layak Anak Pasal 42 huruf h.  

https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/18480511/mengungkap-praktik-perdagangan-anak-buruh-migran-di-indramayu-pelaku-kadang?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/18480511/mengungkap-praktik-perdagangan-anak-buruh-migran-di-indramayu-pelaku-kadang?page=all
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Kabupaten Layak anak sebagaimana dalam Pasal 43 , Pasal 44 dan Pasal 

45.
12

  

Indonesia memiliki aturan untuk memberikan Perlindungan Hukum 

bagi pekerja anak. Begitu seriusnya permasalahan pekerja anak, aturan 

yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja anak di 

samping ada yang merupakan ratifikasi dari konvensi Internasional juga 

sebagian merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan inisiatif 

Pemerintah Indonesia aturan yang ada tersebut secara subtansi sudah 

cukup memadai, akan tetapi secara penerapannya belum terlaksana secara 

maksimal.  

Pada hakekatnya anak  tidak boleh bekerja karena waktu mereka 

selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berbeda 

dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk 

mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, 

intelektual dan sosialnya.
13

 Namun pada kenyatannya banyak anak anak di 

bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegatan ekonomi, 

menjadi pekerja anak anataralain di sektor industri dengan alasan tekanan 

ekonomi yang dialami orangtuanya ataupun faktor lainnya. Seperti halnya 

perlindungan hukum bagi pekerja tersebut sangatlah penting.
14

 

                                                           
12

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Layak Anak Pasal 42 huruf h. 
13

Luqmanul Hakim, “Pekerja Anak dan Pelindungan Anak Dalam Prespektif Hukum 

Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suruh Kab. Semarang)”. Skripsi.(IAIN 

SALATIGA), hlm.3. 
14

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 115.  
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Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk 

pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk 

dikerjakan anak. Hal ini, dapat dilihat didalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis 

Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, 

yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis 

pekerjaan tertentu.
15

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dibahas pertama sebagai 

perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah 

diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 Tahun 

yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian 

tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi 

hukum anatara bekerja didalam dan diluar hubungan kerja amat berbeda.
16

 

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 anak 

adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Mahas Esa yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran stategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan. 

                                                           
15

Kep 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, 

Keselamatan Moral Anak, Yang Pada Prinsipnya Melarang Anak Untuk Bekerja Pada Jenis-Jenis 

Pekerjaan Tertentu. 
16

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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Ketentuan Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan didalam UU Nomor 23 Tahun 

2002, Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum 

berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17

 

Pasal 1 butir 15 mengatakan bahwa Perlindungan Khusus adalah 

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 

berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 

anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban 

penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 

salah dan penelantaran.
18

 Kondisi anak ketika dilahirkan adalah merdeka, 

oleh karena itu tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan apalagi dibunuh 

kemerdekaannya, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan di perluas 

dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari 

orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak 

tersebut berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan hak asasi mutlak 

dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak 

mutlak lainnya dalam rangka mendapatkan hak-haknya sebagai manusia 

                                                           
17

 Republik Indonesia,Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009) , Bab 1 Pasal 1 
18

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. 
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seutuhnya bila mereka menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak 

telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan 

memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi 

manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam 

pemberian perlindunga, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan 

berkembang mendapatkan hak asasi manusia seacara utuh.
19

 

Pekerja anak butuh perlindungan yang melebihi orang dewasa, 

mengingat keadaan anak yang masih lemah baik secara fisik, mental, 

sosial maupun intelektualitas. Sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

mengatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, 

keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan 

saja menjadi kewajiban orangtua untuk melindungi anak, tetapi juga 

masyarakat dan negara. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak 

untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral 

meliputi nilai-nilai normatif yang sesuai dengan nilai yang berlaku di 

masyarakat.
20

 

 Indonesia sebagai Negara Hukum telah menjamin ha katas bantuan 

hukum dan akses keadilan sebagai hak konstitusional warga negaranya 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahkan 

                                                           
19

Fatmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hak Asasi Manusia 

Dan Hukum Islam”, Skripsi (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), hlm. 4.  
20

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

(Jakarta: Karya Gemilang, 2010) hlm. 16. 
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menjamin bantuan hukum tersebut di atur lebih lanjut di dalam Pasal 4 dan 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. Akan tetapi pada kenyataannya negara terkesan 

mengabaikan pemenuhan jaminan hak tersebut.
21

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada pelindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 karena masih banyak pekerja anak yang tidak mendapatkan 

perlindungan hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian 

yang dibuat oleh penulis dalam bentuk karya ilmiah ini akan disusun 

dalam skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI 

INDONESIA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)” . 

 

B. Definisi Operasional 

Untuk memberikan batasan arti dalam penelitian ini agar tidak 

menjadi keluasan makna, maka dengan itu penulis akan menegaskan 

istilah yang digunakan, diantaranya:  

1. Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

                                                           
21

Hariyanto, Hariyanto, “Peran LBH Kampus di PTKIN Dalam Bantuan Hukum 

Terhadap Masyarakat Miskin”, Jurnal Al-„Adl, Vol. 10, No. 1, Januari 2017. Hlm. 70. 

https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/689 
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dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan 

dapat melindungi suatu hal dari lainnya.
22

 

2. Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksankan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan 

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian 

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa 

akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis.
23

 

3. Pekerja Anak  

Pekerja anak adalah sebuah istilah yang memperkerjakan anak, 

anak yang belum berusia 18 tahun atau belum mencapai akil baligh 

(dewasa) yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang 

mebahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh 

kembang anak tersebut.
24

 

 

                                                           
22

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 25.  
23

Marlina, Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: PT: Refika Aditama, 2009), hlm. 30. 
24

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 Tentang 

Penanggulangan Pekerja Anak, Pasal 1. 
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4. Hukum Positif di Indonesia 

Hukum Positif atau ius constitutum adalah hukum yang sekarang 

masih beraku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia 

adalah menata, menyusun dan mengatur tertib kehidupan masyarakat 

Indonesia. Hukum Positif di sini mencakup aturan perundang-undangan 

yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang belaku khusus 

(beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan 

dunia peradilan. 
25

 Dalam penelitian ini hukum positif yang dimaksud 

yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003.  

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Indramayu 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

Indramayu dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di 

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, 

dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

                                                           
25

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2014), hlm. 114.  
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Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten  Indramayu.
26

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara 

metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan 

landasan pemikiran dalam kajian ini  sebagaimana berikut:  

1. Bagaimana Praktik perlindungan hukum bagi pekerja anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Indramayu?  

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pekerja 

anak perspektif hukum positif? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun 

tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain: 

a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Indramayu 

dalam melindungi dan mencegah eksploitasi anak sebagai pekerja 

anak di bawah umur  

                                                           
26

 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten  Indramayu. 
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b. Untuk mengetauhi bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja 

anak menurut hukum positif islam di Indonesia 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat manfaat sebagai 

daftar bacaan dalam bidang hukum dan ketenagakerjaan mengenai 

perlindungan hukum tenaga kerja anak di bawah umur menurut 

hukum positif di Indonesia.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pemerintah dan orang tua agar lebih memperhatikan 

nasib pekerja anak di bawah umur.  

E. Kajian Pustaka 

Kajian ini untuk menghindari adanya kesamaan dan menghindari 

adanya plagiasi dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, serta 

akan kebaharuan skripsi ini. Dalam sebuah penelitian ini diperlukan 

adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan 

dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Ada beberapa litelatur 

yang menjadi dasar, adapun sumber sumber antara lain : 

1. Skripsi yang di susun oleh Fivi Elfira Zulfikar dari Jurusan Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 



15 

 

 

Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal di 

Kota Makassar”.
27

 Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang 

pengaruh pendidikan, pendapatan orangtua, dan pengaruh lingkungan 

terhadap pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di kota 

Makassar. Adapun perbedaannya, skripsi yang akan diteliti ini lebih 

memfokuskan perlindungan hukum bagi pekerja anak baik itu terhadap 

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 

dengan prespektif Hak Asasi Manusia.  

2. Skripsi yang disusun oleh Fatmah dari Jurusan Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum 

Islam”
28

. Adapun letak perbedannya, skripsi yang akan diteliti ini lebih 

memfokuskan untuk mengimplementasikan Undang-Undang RI 

Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 

dan lebih terfokuskan untuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap 

Anak.  

3. Skripsi yang disusun oleh Luqmanul Hakim dari Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “Pekerja 

anak dan pelindungan anak dalam prespektif hukum positif dan hukum 

                                                           
27

Fivi Elfira Zulfikar, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak dibawah 

umur pada sector informal di kota Makassar”, Skripsi, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR) 
28

Fatmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hak Asasi Manusia 

Dan Hukum Islam”, Skripsi, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR).  
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islam (studi kasus di Desa Suruh Kab. Semarang)”, adapun perbedaan 

penelitian yang di tuju adalah skripsi yang di bahas oleh skripsi yang 

disusun oleh luqmanul hakim ini lebih fokus ke perlindungan anak dan 

lebih tertuju pada kasus yang berada di desa suruh kabupaten 

semarang.
29

 

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan 

No. Nama 

Penulis,Judul 

Skripsi Perbedaan dengan 

Penelitian 

1. 

 

Fivi Elfira Zulfikar, 

“ Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pekerja Anak 

Dibawah Umur 

Pada Sektor 

Informal di Kota 

Makassar”. 

Dalam skripsi 

tersebut 

menjelaskan 

tentang pengaruh 

pendidikan, 

pendapatan 

orangtua, dan 

pengaruh 

lingkungan 

terhadap pekerja 

anak dibawah 

umur pada sektor 

informal di kota 

Makassar. 

skripsi yang akan 

diteliti ini lebih 

memfokuskan 

perlindungan hukum 

bagi pekerja anak 

dengan prespektif 

hukum positf 

 

2.  Fatmah, 

“Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Pekerja Anak 

Dalam Penelitian 

tersebut lebih 

fokus ke 

perlindungan 

skripsi yang akan 

diteliti lebih 

terfokuskan untuk 

perlindungan hukum 

                                                           
29

Luqmanul Hakim, “Pekerja Anak Dan Pelindungan Anak Dalam Prespektif Hukum 

Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suruh Kab. Semarang)”, Skripsi, (IAIN 

SALATIGA) 
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Prespektif Hak 

Asasi Manusia dan 

Hukum Islam” 

hukum pekerja 

anak perpektif Hak 

asasi manusia dan 

Hukum Islam. 

perspektif hukum 

positif 

 

3.  Luqmanul Hakim, 

“Pekerja anak dan 

pelindungan anak 

dalam prespektif 

hukum positif dan 

hukum islam (studi 

kasus di Desa 

Suruh Kab. 

Semarang)” 

Dalam skripsi yang 

disusun oleh 

luqmanul hakim ini 

lebih fokus ke 

perlindungan anak 

dan lebih tertuju 

pada kasus yang 

berada di desa 

suruh kabupaten 

semarang. 

Perbedaan Skripsi ini 

lebih terfokus pada 

perlindungan hukum 

pekerja anak 

perspektif hukum 

positif. 

 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar menjadi lebih sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan 

dibagi menjadi lima bab, adapun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum 

dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis meliputi latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajan pustaka, dan sitematika pembahasan. 

Bab II Teori Umum. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek 

penting terkait perlindungan hukum, perlindungan anak, pekerja anak, 

trafficking, dan Selain itu juga membahas hukum positif, yang 

memaparkan pengertian hukum positif, sumber hukum positif, ciri-ciri dan 
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sifat hukum positif, fungsi hukum positif, serta Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas metodologi 

penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi 

gambaran umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu,  dan Analisis Hukum Positif 

dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kabupaten Indramayu 

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan, krittik dan saran. 

Dimana dalam kesimpulan berisikan jawaban untuk menjawab rumusan 

masalah. Sedangkan kritik dan saran berisi sesuatu yang diharapkan dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK, 

TRAFFICKING DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Perlindungan Hukum 

Perlindungan  dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan 

yang wajib dilaksankan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan 

untuk memberi rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan 

sanksi dari ancamanan, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak 

manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 
30

 

Pengertian hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, Peraturan, 

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan 

(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang 

tertentu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam 

pengadilan). 
31

 

Hukum menurut literatur yang dikutip dari Jurnal yang ditulis olrh 

Daud Rismana dan Hariyanto dengan berjudul Perspektif Teori Sistem 

Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di tengah Pandemi Covid 19, yang 

didefinisikan sebagai sebuah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang 

                                                           
30

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),(Yogyakarta : Liberty 

Yogyakarta, 2002), hlm. 39.  
31

https://kbbi.web.id/hukum, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 23.32 WIB 

https://kbbi.web.id/hukum
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mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang 

merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Bersifat 

secara universal, berlaku secara menyeluruh  untuk semua masyarakat 

dimana pun berada, tanpa tebang pilih ataupun pandang bulu.
32

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

lainnya.
33

 Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli 

adalah sebagai berikut:  

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingan tersebut. 
34

 

2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

yang melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.
35

 

                                                           
32

 Daud Rismana dan Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan 

Vaksinasi di tengah Pandemi Covid 19, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, Issue 3, 

Desember 2021, hlm. 594. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951 
33

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,…., hlm. 25.  
34

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 

121.  
35

Soetiono, Rule Of Law, “Disertasi” S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2004, hlm. 3. 
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3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyeraksikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sika dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesame 

manusia.
36

 

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk 

melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap 

anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum 

ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, 

anak memerlukan perlindungan khusus.
37

 

 

B. Perlindungan Anak 

Pengertian perlindungan anak adalah kegiatan kolektif yang 

dilakukan secara sadar oleh setiap orang, baik pemerintah maupun 

organisasi swasta, dan tujuannya adalah untuk memperoleh dan 

mewujudkan kesejahteraan spiritual dan sosial anak yang didasarkan pada 

kepentingan anak dan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian lain dari 

perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk 

melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, 

                                                           
36

Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, “Disertasi” 

S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.  
37

Marlina, Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: PT: Refika Aditama, 2009), hlm. 28. 
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berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
38

 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksankan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik 

dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu 

sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat 

negatif. Perlindungan anak dilaksanakan seacara rasional, bertanggung 

jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif 

dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya 

inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan 

ketergantungan kepada oranglain dan berperilaku tak terkendali, sehingga 

anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya 

dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
39

 

 

                                                           
38

Murni Tukiman, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan 

Dan Eksploitasi, Symposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi 

Pembinaan Generasi Muda (Jakarta: PT Bina Cipta, 1984), hlm. 53. 
39

Marlina, Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: PT: Refika Aditama, 2009),hlm. 30-

31. 
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C. Pengertian Pekerja Anak  

1. Pengertian Anak 

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang 

harus diperoleh anak terhadap orang tua sejak anak dilahirkan di dunia 

yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai 

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 

anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
40

 

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia 

tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
41

 Anak adalah keadaan 

manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan 

identitas serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah tertekena 

pengaruh lingkungannya.
42

 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil 

antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa 

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.  

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. 

Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan 

negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung 

                                                           
40

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1. 
41

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: Armico, 1983), hlm. 25.  
42

Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis (Bandung: Sinar Baru), hlm. 187. 
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jawab itu, mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 

maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu 

dilindungi, dan disejahterakan. Karena segala bentuk kekerasan pada 

anak perlu dicegah dan diatasi.
43

 

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri 

dalam prespektif hukum islam sehingga mendekati makna yang benar, 

diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai 

aspek kehidupan, yaitu aspek agama dan hukum, begitu juga dengan 

pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai 

berikut;  

a. Pengertian Anak Menurut KBBI  

Anak adalah manusia  yang masih kecil, generasi kedua atau 

keturunan pertama.  

b. Pengertian Anak Dari Aspek Agama 

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya 

dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang 

lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari 

kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh 

karena anak mempunyai kehidupan yang mulian pandangan agama 

islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti 

diberi nafkah bak lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut  

                                                           
43

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9.  
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tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulian seperti dapat 

bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk 

mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam 

pengertian islam, anak adalah titipan dari Allah SWT kepada 

orangtua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak yang akan 

memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil‟alamin dan sebagai 

pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap 

anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan 

sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
44

 

c. Pengertian anak dari aspek hukum  

Dalam hukum kita terdapat pluralism mengenai pengertian 

anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturn anak 

itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi 

pengertian anak dari system hukum atau disebut kedudukan dalam 

arti khusus sebagai subjek hukum. 

d. Pengertian anak berdasaekan UUD 1945 

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam Pasal 34 

yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek 

hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan 

                                                           
44

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27.  
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dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak 

tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. 
45

 

e. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak  

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang dalam kandungan”.
46

 

f. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang pekerja anak, bahwa anak adalah setiap orang yang 

berumur dibawah 18(delapan belas) tahun.
47

 

g. Pengertian anak bedasarkan hukum perdata 

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari 

beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang 

subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah 

status belum dewasa (batas usia) sebaga subjek hukum. Hak-hak 

anak didalam hukum perdata. Pasal 330 KHUPerdata memberikan 

pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang 

yang belum mencapai batas legistimasi hukum sebagai subjek 

                                                           
45

Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34. 
46

Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visi 

Media, 2016), hlm. 13.  
47

Undang-undang Ketenagakejaan (No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).hlm.6. 
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hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh 

perundang-undangan perdata.
48

 

h. Pengertian anak dalam hukum pidana  

Secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan 

didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang 

dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawban sebagaimana 

layaknya seorang subjek hukum yang normal.Dalam kitab Undnag-

Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak secara tegas 

mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewaa atau masih 

katagori anak. Akan tetapi dapat dilihat pada Pasal 45, 46, dan 

Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak 

pidana dan belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun mendapat 

pengurangan ancaman hukuman disebanding orang dewasa. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHPidana 

batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah 

mencapai umur 16 atau 17 tahun.  Pengertian Pidana dalam aspek 

hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 

normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 

kpribadian dan tanggung jawab akan hakikatnya menjadikan anak 

tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang 

baik. 
49

 

                                                           
48

Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 330.  
49

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45. 
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i. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia Pasal 1 angka 5:  

“anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal terebut adalah demi kepentingannya.” 

 

2. Pengertian Pekerja Anak  

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 

5 Tahun 2001 tentang penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, 

menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua 

jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat 

proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan 

bahwa Penanggulangan pekerja anak atau disebut PPA adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan 

melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari 

pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.  

Pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 

18 tahynyang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan 

dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak 

bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.
50

Definisi pekerja 

anak menurut ILO / IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis 

pekerjaan yang membahayakan atau menggunakan fisik, metal, 

intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi 

ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja 
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yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif 

tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara 

tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkam 

kisaran usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk 

negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang 

berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan 

kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu 

dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap 

sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. 

Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja 

pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.  

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan 

agenda global bangsa-bangsa didunia, tak terkecuali di Indonesia.Data 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja 

anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa.Dari jumlah itu, 75 persen 

berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia. 

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki 

sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan. 

Membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya 

dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila 

memenuhi indikator anatara lain: 

a. Anak bekerja setiap hari. 

b. Anak tereksploitasi 
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c. Anak bekerja pada waktu yang panjang 

d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.  

Dengan mengetahi perbedaan antara anak yang bekerja dan 

pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak 

merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pengangan yang 

khusus dan lintas sektoral. 

D. Pengertian Child Trafficking 

Perdagangan Manusia (trafficking telah lama terjadi di muka bumi 

ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat 

manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 

hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, perdangan orang hanya 

dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan 

prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.
51

 

Pengertian Perdangan Anak (Child Trafficking) pada umumnya 

banyak dipakai diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, 

menghukum, para pelaku Trafficking terhadap manusia khususnya 

perempuan dan anak-anak pada bulan Desember tahun 2000, Indonesia 

telah mendatangani protokol itu. Dalam perdagangan manusia, anak dan 

perempuan merupakan yang pang banyak korban, mereka ditempatkan 

pada posisi yang sangat beresiko khususnya kesehatannya, baik fisik 

maupun mental spiritual dan rentan terhadap tindakan kekerasan, 
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kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk 

HIV/AIDS yang semakin meluas di berbagai negara. 
52

 

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari beberapa pengertian 

trafficking yaitu: 

1. Adanya peroses perekrutan, pengiriman, eksploitasi, pemindahan, 

penampungan atau penerima manusia baik itu lintas wilayah maupun 

negara. 

2. Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan 

memanfaatkan perempuan maupun anak untuk melakukan sebuah 

pekerjaan (dibayar atau tidak), sebagai hubungan kerja yang 

eksploitatif (secara ekonomi atau seksual), baik itu TKW, prostitusi, 

buruh manual atau industry, perkawinan paksa, atau pekerjaan lainnya.  

3. Adanya korban baik perempuan maupun anak yang karena 

keperempuan dan kekanakannya dimanfaatkan dan di eksploitasi baik 

secara ekonomi maupun seksual, guna kepentingan pihak-pihak 

tertentu dengan cara paksa, disertai ancaman, maupun tipuan ataupun 

penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaan 

kekuasaan. Dalam hal ini termasuk juga terhadap beberapa korban 

yang menyatakan persetujuan yang mana dipahami bahwa situasi-

situasi tertentu yang mengakibatkan para korban setuju, misalnya 

karena kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain sebgainya.  
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Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaganga 

Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat 1, definisi Trafficking adalah tindakan 

perekrtutaan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau  

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, 

penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 

hutang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 

dari orang yag memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 

atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
53

 

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan 

para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdaganag anak 

tersebut berada pada situasi sangat buruk. Ada beberapa bentuk trafficking 

manusia yang terjadi pada anak, yaitu:  

a. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah 

tangga,  

b.  Perdagangan anak perempuan sebagai pekeja di tempat-tempat hiburan 

atau usaha lain, 

c. Perdagangan anak sebagai pekerja seks,  

d. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi 

dengan dalih menjadi model iklan, 
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e. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat 

terlarang degan terlebih dahulu menjadikan korban dalam 

ketergantungan obat terlarang,  

f. Buruh Migran, 

g. Anak perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan 

keturunan,  

h. Perdagangan bayi. 

E. Faktor-Faktor Penyebab Perdangan Orang (Trafficking)  

Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang 

sangan cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik 

dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu 

pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktifitas permasalahannya. 

Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk 

dimengerti alasan itu terjadi apalagi untuk menemukan tindakan yang tepat 

dalam menghadapi pelaku kejahatan.
54

 

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual 

komersial ataupun pekerjaan yang lain terhadap anak untuk terus 

mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan 

objek seks dan pekerjaan yang lain untuk orang dewasa sehingga banyak 

anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus 

perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dan pekerjaan yang lain, upaya 
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penanggulangannya tidak cukup degan hanya memberi sanksi (hukuman) 

yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengatahui sebab-sebab atau 

faktor-faktor terjadinya perdagangan anak, dapat dikategorikan menjadi 

dua faktor yaitu faktor intern maupun faktor ektern: 
55

 

1. Faktor Intern 

a. Faktor Individual  

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban 

dari satu atau lebih bentuk kekerasan atau eksploitasi, karena 

manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu 

berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-

individu lainnya dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau 

golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula. 

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku 

yang berbeda satu sama lainnya. Keprobadian seseorang ini dapat 

dilihat dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulan masyarakat. 

Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku 

pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah 

lakunnya baik akan mengakibatkan orang tersebut mandapat 

penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika 

seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan 

menimbulkan kekacawan di masyarakat. 
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Dalam perdagangan anak, terjerumusnya anak dalam 

perdagangan anak ini bukan merupakan pilihan anak semata, oleh 

karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat dalam memberikan 

persetujuan. Di samping kurangnya menggunakan akal dan 

pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan pada diri anak itu 

sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup 

besar, sehingga pada akhirnya membawa anak kepada kehancuran 

masa depan.  

Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak 

yang menjadi korban perdagangan ini, sehingga anak dengan 

mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari 

kerabat terdekatnya ataupun orang tuanya untuk terjerumus dalam 

perdagangan orang. 

b. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi adalah faktor pendorong terjadinya kejahatan 

sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban 

kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka anak 

dapat dijadikan korban perdagangan anak dengan berbagai modus. 

Setelah anak dijual maka ia dapat memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan.  

Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua 

ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

para  orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para 
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trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan 

tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa 

depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang 

tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang begitu besar, sehingga 

faktor ekonomi inilah yang meyebabkan perdangan anak 

meningkat.  

c. Faktor Keluarga 

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

menentukan tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, 

karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat 

yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyain sumber pertama 

yang mempengaruhi perkembangan anak.
56

 Di dalam keluarga, 

pembinaan anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat 

kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak 

tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan disekelilingnya, 

tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang 

dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan sudahnya terikat pada 

tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar. Di samping itu, 

ketidaktahuan orang tua dan keluarga tentang hak-hak yang harus 

dilindungi, sehingga dalam keluarga itu juga sering terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri. 
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Faktor keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan anak mental dan tingkah laku anka itu sendiri.Hal 

inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam 

memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban 

perdagnagan anak. 

d. Faktor Pendidikan  

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak adalah faktor 

pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Peranan 

pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat 

berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan 

menurunkan atau mengurangi bertindak irrasional. Di dalam 

keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai 

makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan 

tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat 

lingkungannya. 

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak, pada 

umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan 

formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak 

kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak pada 

sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan 

pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah 
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terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak 

tegasnya kedisplinan serta tanggung jawab terhadap diri anak. 

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga 

merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak. Hal 

ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang 

keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri seseorang. 

2. Faktor Ektern 

a. Faktor Lingkungan 

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak adalah 

sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada.Anak 

menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh lingkungan 

yang bersifat matrealisme maupun konsumtif. Anak untuk 

memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan melakukan 

apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa 

memikirkan akibatnya.  

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan 

masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab 

terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan 

perdagangan anak ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri 

sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai 

perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya 

teknologi serta perkembangan lain yang akibatnya sampingan 

negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat.  
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b. Faktor Lemahnya Penegak Hukum  

Kasus-kasus perdagangan anak sekarang ini sudah dalam 

tahap yang mengkhawatirkan, akan tetapi pemerintah dan 

masyarakat pada umumnya masih banyak yang menggap persoalan 

perdagangan anak merupakan masalah biasa, bukan merupakan 

suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan 

karena pemahaman terhadap permasalahan perdagangan anak 

sangat kurang di dalam masyarakat, kurangmya pemahaman ini 

juga terjadi pada tingkat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan 

maupun kehakiman. Selain lemahnya pemahaman tentang 

perdagangan anak, produk yang ada juga masih sangat minim 

dalam memberika perhatian terhadap perdangan anak untuk 

dilakukan. 

Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam 

berikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak, karena 

pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur 

tentang perdagangan perempuan dan anak, sehingga tidak 

menyentuk segen perdagangan perempuan dan anak untuk berbagai 

tujuan dan membawa ketidakmampuan aparat hukum untuk 

membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak dan 

perempuan.  
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F. Hukum Positif di Indonesia 

Pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja anak 

perspektif hukum positif di Indonesia dalam penelitian ini hukum 

positif yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, alangkah baiknya kita 

mempelajari dahulu pembahasan terkait hukum positif di Indonesia 

secara umum: 

1. Pengertian Hukum Positif 

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti 

kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang 

berlaku dan mengikat secara umum atau kaidah khusus dan ditegakkan 

oleh atau melalui pemerintah dalam Negara Indonesia.
57

 

Tata hukum suatu negara (ius constitutum=hukum positif) 

merupkan tata hukum yang digunakan atau disahkan oleh negara. 

Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata adalah hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya ketika 

ketentuan-ketentuan hukum tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan 

dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang 

berwenang. Dengan demikian tata hukum Indonesia. Dengan kata lain, 

tata hukum Indonesia adalah menata, menyusun, dan mengatur tertib 
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kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia diterapkan 

oleh masyarakat hukum Indonesia.
58

 

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. HukumPositif adalah 

kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini 

sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan 

oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. 

2. Sumber Hukum 

Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam 

pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, berbentuk, isi 

materinya dan lain sebagainya. 
59

 

a. Sumber Hukum Positif Sumber hukum dapat diartikan sebagai 

bahan yang digunakan dasar oleh pengadilan dalam memutus 

perkara.
60

 Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan 

dalam beberapa arti, yaitu:
61

 

1) Asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan 

hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa 

dan sebagainya. 
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2) Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada 

hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum 

Romawi. 

3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku 

secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).  

4) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, 

misalnya dokumen, Undang-Undang, lontar, batu bertulis, dan 

sebagainya.  

5) Sebagai sumber hukum, sumber yang menimbulkan aturan 

hukum.  

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalaman dua dua 

bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber 

hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum(formele 

determinanten van de rechtsvorming), menentukan berlakunya hukum. 

Sedangkan sumber-sumber hukum materil membentuk hukum 

(materiele determinante van de rechtsvorming), menentukan isi dari 

hukum. Sumber hukum formil adalah:
62

 

a. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dari mana yang 

secara langsung dapat di bentuk hukum yang akan memikat 

masyarakat. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber 

dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber 

hukum formil sendiri terdiri dari Undang-Undang (statute), 
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kebiasaan (custom), traktat (treaty), keputusan-keputusan hakim 

(jurisprudentie), dan pendapat sarjana hukum (doktrin).  

b. Sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang 

mempengaruhi pembentukan hukum, misalnya pengaruh terhadap 

undang-undang, pengaruh terhadap putusan hakim, dan 

sebagainya. Sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum 

masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial, ekonomi masyarakat, 

hasil penelitian ilmiah, tradisi agama dan moral, perkembangan 

internasional, keadaan geografis, dan politik hukum. Adapun 

faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang dimaksud adalah 

faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.  

3. Fungsi Hukum Positif 

Untuk mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum 

Indonesia, selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam 

masyarakat, maka hukum juga harus memiliki fungsi di dalam 

perkembangan beriringan dengan perkembangan masyarakat 

tradisional menuju masyarakat modern. Menurut Bachsan Mustafa 

terkait dengan hukum sebagai norma atau kaidah harus memiliki 

fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidup 

masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut:
63

 

a. Hukum yang menjadi kepastian hukum. Fungsi kepastian ini ialah 

bahwa dalam suatu peraturan hukum dalam bentuk peraturan 
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perundang-undangan dapat diketahui subjek dan objek hukum 

yang diaturnya.  

b. Hukum yang menjamin keadilan sosial. Fungsi dari keadilan sosial 

ini ialah terinternalisasi nilai-nilai keadilan yang ada pada 

masyarakat untuk menjadikan sebagai tolak ukut terhadap sebuah 

penerapan hukum yang memiliki sifat mengatur dan memaksa 

yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.  

c. Hukum yang berfungsi pengayoman. Fungsi dari pengayoman ini 

ialah melindungi dan menjaga batin masyarakat dari rasa 

kekhawatiran dan ketakutan yang akan mengancam eksistensinya.  

4. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif 

Setelah melihat definisi-daasefinisi hukum, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur yaitu:
64

 

a. Perturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat. 

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.  

c. Peraturan bersifat memaksa.  

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.  

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah 

diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan 

sebagai berikut:
65
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1) Terdapat perintah/larangan. 

2) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.  

3) Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa 

dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu 

tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, 

hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan 

mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, 

yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang 

dinamakan dengan “kaedah hukum”. Barang siapa yang 

sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi 

(sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa 

hukuman.  

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.Hukum positif 

merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat 

memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat 

serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa 

saja yang tidak mematuhinya.Sanksi harus diadakan bagi sebuah 

hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati.Karena tidak setiap 

orang hendak menaati kaedah-kaedah hukum yang tersebut.
66
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5. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka  

1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang didalam kandungan.
67

 Dijelaskan dalam Pasal 330 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum 

dewasa adalah merek yang belum menyacpai umur 21 tahun dan tidak 

lebih dahulu telah kawin. Jika anak adalah setiap orang yang belum 

berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah 

menikah seblum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati 

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap 

sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. 
68

 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan 

lembaga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situsi darurat, 

anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan 

atau seksual serta yang diperdagangkan”. Secara internasional, 

perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989, 

yang berkewajiban negara peserta untuk memberikan perlindungan dan 

perawatan khusus pada anak karena ketidakmatangan fisik dan 
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mentalnya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak 1989 

disebutkan bahwa negara-negara peserta harus berusaha menjamin 

bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti 

yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-

hak dan tanggungjawab atas anak untuk tujuan ini, akan mengambil 

semua langkah bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada 

kehidupan dan negara akan menjamin hal ini sampai batas maksiamal 

kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
69

 

Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
70

 

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak 

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; 

c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya 

masyarakat, dan masyarakat dalam pengahpusan eksploitasi 

terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.  

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban penculikan, penjualan, 

dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 

huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, 
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pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Pasal 76F “Setiap orang 

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau 

perdagangan Anak. 

6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hal yang 

berhubungan dengan pkerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan 

kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi 

pekerja anak. Pada Pasal 68 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang 

memperkerjakan anak”. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap 

Pasal 68 tersebut dimana dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa 

“anak diperbolehkan bekerja untuk melakukan pekerjaan ringan, yaitu 

bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 

(lima belas) tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan 

kesehatan fisik, mental, dan sosial”.  Kemudian pada Pasal 69 ayat (2) 

ditentukan bahwa “Pengusaha yang memperkerjakan anak pada 

pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan: a). Izin tertulis dari 

orangtua atau wali; b). Perjanjian kerja antara pengusaha dengan 

orangtua atau wali; c). Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d). 

Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 

e).Keselamtan dan kesehatan kerja; f).Adanya hubungan kerja yang 

jelas; dan g).menerima upah sesuai dengan ketentuan hyang berlaku”. 
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Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,b,f,dan g 

dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
71

 

Dalam UU ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa anak dapat 

melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari 

kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, dimana anak tersebut paling sedikit berumur 14 (empat 

belas) tahun dengan syarat-syarat tertentu, seperti : a) siberi petunjuk 

yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dengan 

pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b) diberi 

perlindungan keselamtan dan kesehatan kerja. Di samping itu, dalam 

Undang-Undang  Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa anak dapat 

melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya 

dengan syarat-syarat tertentu. Siapapun dilarang memperkerjakan dan 

melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-

pekerjaan yan terburuk yang dimaksud meliputi : a) segala pekerjaan 

dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang 

memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacur, 

produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala 

pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak 

untuk produksi atau perdagangan minuman keras, narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d) semua pekerjaan yang 

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang 

akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari Permasalahan penelitian. 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan di lapangan.
72

 Teknik pengumpulan datanya dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menunjang keberhasilan 

observasi dan wawancara.  

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

sosiologis, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas 

berdasarkan peraturan yang berlaku dan melihat kondisi sosial yang ada. 

Jenis penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini membahas tentang 

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif di 

Indonesia. Jadi berkaitan dengan hukum yang ada di dalam hukum positif 

di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan dan pasal-
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pasal yang dikaitkan dengan judul dan sosiologis yaitu fenomena yang 

terjadi di masyarakat. 

 

C. Subjek dan Objek  

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang memiliki posisi yang 

penting dalam proses pencarian informasi yang akan di teliti, dalam 

penelitian ini adalah Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Kab Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan Kab Indramayu, 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten 

Indramayu, Satreskrim Unit PPA POLRESTA Kabupaten Indramayu. 

Sedangkan objek penelitian merupakan pendampingan dari 4 (Empat) 

Instansi terhadap kasus pekerja anak, eksploitasi anak, dan trafficking 

terhadap anak. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi dalam bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.
73

 

Wawancara, Observasi dan Doumentasi dilakukan langsung di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab 
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Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan Kab Indramayu, BP2MI Kab 

Indramayu, dan Satreskrim Unit PPA POLRESTA Kab Indaramayu. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh 

penelitian sebagai pendukung sebagai pendukung data primer yang 

diperoleh melalui Undang-Undang, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, 

ensiklopedia dan lain-lain. Dan dokumen atau bukti pendukung pada 

saat peneliti. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:  

1. Observasi  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali dilakukan 

oleh penelit adalah mengobservasi tempat penelitian, sebagai metode 

ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atau fenomena yang akan diteliti.
74

 Dalam penelitian 

ini akan melakukan observasi/pengamatan secara langsung terhadap 

perlindungan pekerja anak, Trafficking dan PJTKI Anak yang berada di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab 

Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan Kab Indramayu, BP2MI Kab 

Indramayu dan POLRESTA Kab Indramayu. \ 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk informasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
75

 Metode 

wawancara bisa diartikan juga metode pengumpulan data yang 

menggunakan cara tanya jawab secara langsung dan bertatap muka 

dengan subjek penelitian untuk mendapatkan keterangan atau informasi 

yang diinginkan. 

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu: 

a. Ibu Susiyanti Selaku Bagian Perlindungan Anak dan menangani 

Kasus Traffiking di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu 

b. Bapak Tokid Selaku Bidang Dalam Negeri Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Indramayu  

c. Bapak Warid selaku Bidang Penempatan Ketenagakerjaan Luar 

Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu  

d. Mbak Anisa Selaku Bagian Layanan Pengaduan Pekerja Migran di 

BP2MI Kabupaten Indramayu 

e. IPTU Indrie Hapari, S.H selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta 

Kabupaten  Indramayu 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini 

dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen resmi.
76

 

 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana 

tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan model Miles and Huberman, dimana analisis ini 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan dalam 

melakukan analisis yang terbagi menjadi tiga (3) bentuk yaitu: 
77

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Contoh salah satunya yaitu sosial tertentu, maka yang 
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dilakukan penulis dalam meredukasi data mungkin akan memfokuskan 

pada pekerja anak tersebut.  

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam 

bentuk teks naratif atau uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan 

dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.  

3. Penafsiran kesimpulan 

Dalam kesimpulan yang dimaksud yaitu temuan baru yang 

sebelumnya tidak pernah ada. Adapun temuan tersebut dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum 

jelas, kemudian kesimpulan tersebut juga dapat berupa hubungan 

kasual atau interaktif, dan hipotesis atau teori. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PEKERJA ANAK 

 

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu 

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Indramayu 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) kabupaten Indramayu terbentuk pada tahun 2017 Pemisahan 

dari DP3AKB Kab.Indramayu. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Kabupaten Indramayu Mendukung pencapaian misi Ke Lima 

yaitu Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan 

Peretumbuhan Ekonomi, Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. 

Indramayu adalah Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan 

serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran: 

a. Meningkatnya pelaksanan Pengurusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan.  

b.  Meningkatkannya perlindungan Perempuan dan Anak dari 

berbagai tindak kekerasan. 

c. Meningkatkan pemenuhan hak anak termasuk tindakan afirmasi 

bagi anak dalam kondisi Khusus. 

d. Meningkatnya perlindungan Anak.  
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2. Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Kabupaten Indramayu adalah Dinas Tipe C sedangkan 

susunan organisisasi sebagai berikut: 

a. Kepala. 

b. Sekretaris, membawahkan: 

1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 

mebawahkan: 

1) Seksi Pengurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Ekonomi; 

2) Seksi pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Sosial, Politik dan Hukum; 

3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Kualitas Keluarga; 

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan: 

1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan;  

2) Seksi Perlindungan Anak; 

3) Seksi Pemenuhan Hak Anak; 

e. UPT. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN INDRAMAYU 

Tabel. 2 Stuktur Organisasi 

 

  

K E P A L A 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 

KEU, UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

PERENC. DAN  

EVALUASI 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 

PENGARUSTAMAAN 

GENDER PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

BIDANG 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN 

ANAK  

SEKSI PUG DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMP.BID. EKONOMI 

 

U P T 

    

    

SEKSI PUG DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMP.BID. SOSIAL, 

POLITIK & HUK 

SEKSI PUG DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMP.BID. KUALITAS 

KELUARGA 

SEKSI 

PERLINDUNGAN 

HAK PEREMPUAN  

SEKSI 

PERLINDUNGAN 

ANAK  

SEKSI 

PEMENUHAN HAK 

ANAK  
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3. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu  

a. Tugas Pokok dan Fungsi  

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu 

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Indramayu, dan Perautan Bupati Nomor 56 Tahun 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu. 

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan 

Perlindungan Anak.  

b. Fungsi : 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DP3A 

Kabupaten Indramayu mempunyai Fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak ; 

2) Melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak ; 
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3) Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak ; 

4) Melaksanakan admistrasi Dinas di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindunga Anak ; 

5) Pelaksanaan pengelolaan UPT ; 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan Fungsinya.  

 

B. Praktik Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di Kabupaten 

Indramayu  

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang 

wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau 

lembaga-lembaga lainnya.  

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugika orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
78

 Perlindungan 

hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada 

dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu Perlindungan 

hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan 
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Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 

2003), hlm. 54 
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pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa 

yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini 

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran yang telah dilakukan. 

Dalam Konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang 

dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Hariyanto yang berjudul Hubungan 

Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Negara Kesatuan Reupblik Indonesia bahwa, menurut Colin 

Mas Andrew sebagaimana dikutip oleh Aries Djaenuri, bahwa ada beberpa 

faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-

daerah yakni: Pertama, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan 

antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal 

dengan kenyataan di dalam pelaksanaanya. Kedua, beberapa daerah masih 

merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Ketiga, 

makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi 

kepada daerah. 
79

 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa: 

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh 

dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

                                                           
79 Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Reupblik Indonesia”, Volksgeist: Jurnal Ilmu 

Hukum dan Konstitusi, Vol. 3 No 2, Desember 2020, hlm. 100.  

https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4184 
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dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, 

kekerasan, dan diskriminasi.
80

 

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Indramayu dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja 

anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan lembaga 

negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan 

perlindungan khusus kepada anak dalam situsi darurat, anak yang 

berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual serta 

yang diperdagangkan”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ati 

Sebagai Kasubag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yaitu: 
81

 

“Perlindungan Khusus atau perlindungan anak yang ada di DP3A 
ini yaitu untuk Pemenuhan Hak Anak, Pelayanan Pengaduan 
masyarakat terhadap anak yang memerlukan perlidungan khusus 
tingkat kota/kabupaten. Dan selama saya disini belum ada yang 
melakukan pengaduan tentang pekerja anak, karena mereka 
melakukan pekerjaan mereka dari diri sendiri ataupun keluarganya 
dan kalau adapun di kabupaten indramayu sendiri itu terkait 
trafficking, dan PMI dibawah umur dengan pemalsuan dokumen”. 

 

Hasil dari wawancara dengan Ibu Ati bahwa peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini hanya berkaitan 

dengan layanan perlindungan khusus saja. Dan jarang sekali pengaduan 

tentang pekerja anak melainkan kebanyakan adalah Pekerja Migran Anak 

dengan cara illegal.  

                                                           
80

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 ayat 13.  
81
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 

yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, 

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggara perlindungan anak”. Dan berdasarkan Pasal 59 

ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga 

negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Perlindungan Khusus kepada Anak”. Sebagaimana di sampaikan oleh ibu 

Susiyanti selaku bagian di bidang Anak:
82

 

“Untuk melindungi dan memberikan tanggung jawab kami sudah 
pasti, dan itu jikalau ada yang melapor dan membuat pengaduan 
kepada kami akan segera kami tangani. Begitu juga dengan kasus-
kasus yang baru kemarin ada terkait trafficking, dan seringnya sih 
disini itu pengaduan tentang pemerkosaan dan untuk pekerja anak 
sendiri disini belum ada paling ada ya itu trafficking pada anak 
dibawah umur 18 tahun.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti terkait tanggung jawab dari 

Dinas terkait masalah anak sudah pasti ditangani, dan melindungi anak-

anak dari berbagai macam kasusnya, sehingga anak-anak mendapatkan 

pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. Dan masalah yang dihadapi masyarakat kategori miskin adalah 

terciptanya peluang untuk terjadinya tindakan trafficking atau perdagangan 

manusia, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Indramayu seringnya 

terjadi dalam kasus perdagangan perempuan dan anak yang pada 

umumnya adalah buruh migran menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan 

bekerja untuk domestic sebagai pekerja atau Asisten Rumah Tangga 

(PRT/ART). Kabupaten Indramayu memiliki kebijakan pencegahan dan 
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Hasil Wawancara dengan Ibu Susiyanti selaku bagian yang menangani Anak Dinas 
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pelarangan trafficking yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan 

untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.
83

 

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu kepada Pekerja 

anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Susiyanti:
84

 

“Kalau untuk perlindungan bagi pekerja anak di kabupaten 
Indramayu sendiri kebetulan belum ada pelaporan tentang pekerja 
anak dibawah umur, melaikan pelaporan tentang Trafficking pada 
anak dan PMI/TKI anak, dan kalau pekerja anak mungkin bisa 
tanyakan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 
Indramayu, soalnya di sini belum ada pengaduan terkait itu, dan 
PMI juga bisa ditanyakan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan di 
sana siapa tau langsung melapor dan membuat pengaduan di sana, 
kalau di sini baru-baru kemarin itu terkait trafficking pada anak 
yang terjadi di papua dan itu mendapatkan pelayanan khusus. Dan 
kalaupun ada pekerja anak itu biasanya karna faktor ekonomi, 
pendidikan, dan lingkungan.” 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti bahwa pekerja anak di 

Indramayu sendiri tidak ada perlindungan anaknya karena tidak ada bentuk 

perlindungan khusus dikarenakan penyebab terjadinya pekerja anak di 

kabupaten indramayu adalah faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan, 

dan kasus terbanyak di kabupaten Indramayu sendiri adalah Trafficking 

pada anak maupun Pekerja Migran Indonesia yang pekerjanya adalah 

anak.  

Berdasarkan Pasal 68 yang berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi 

anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya 
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pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitas”. 

Upaya perlindungan khusus bagi pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  untuk mengurangi 

kasus pekerja anak dan trafficking pada anak. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ibu Susiyanti:
85

 

“Upaya yang kami lakukan untuk mengurangi kasus pekerja anak 
dan trafficking biasanya kami sosialisasi ke sekolah-sekolah di 
Kabupaten Indramayu, untuk 2 tahun terakhir kami tidak bisa 
sosialisasi ke sekolah-sekolah karna masih pandemi dan sekolah 
pun masih online, dan juga terkendala dana itu faktor utama, dan 
karna ekonomi juga jadi dari kami pun tidak bisa ngelarang”.  

 

Dari hasil wawancara dengan ibu Susiyanti bahwa upaya untuk 

mengurangi kasus pekerja anak dan trafficking pada anak setiap tahunnya 

mendatangkan sekolah-sekolah namun 2 tahun terakhir ini tidak bisa 

bersosialisasi karena pandemi. Adapun faktor penghabat tidak bisa 

bersosialisasi adalah faktor dana dari pemerintah, dan faktor utama anak-

anak bekerja maupun trafficking adalah faktor ekonomi keluarga.  

Meskipun sudah melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih banyak 

kasus trafficking pada anak, hambatan yang biasa terjadi pada saat 

pelaksaanaanupaya pengurangan kasus trafficking dan pekerja anak, 

sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Susiyanti:
86

 

“Hambatan yang pertama adalah dana, seperti kasus kemarin di 
Papua itu kami tidak bisa menjemput korban karena tidak adanya 
dana untuk kesana, jadi yang jemput dari kepolisian tetapi untuk 
pendampingan dan perlindungan khusus tetap pada kami, dan yang 
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kedua itu semua di kembalikan ke keluarga korban, kita hanya 
mendapingi hingga tahap-tahap yang dibutuhkan keluarga dan 
serinya itu anak-anak tergiur ikut bekerja karna di iming-imingi 
gaji yang besar, tanpa memikirkan pekerjaan apa yang akan 
dilakukan sehingga yang nantinya akan berefek pada masa depan 
anak itu sendiri”  

 

Dari hasil yang disampaikan oleh Ibu Susi bahwa hambatan-

hambatan yang terjadi adalah hambatan dana dan hambatan keputusan 

keluarga. Hambatan dana karna kurangnya dana dari pemerintah untuk 

kami melakukan penjemputan secara langsung ke Papua. Sebagaimana 

hasil data pertahunnya yang di dapatkan sebagai berikut: 
87

 

 

Tabel.3 Data Korban yang di Tangani oleh P2TP2A  

DATA KORBAN YANG DITANGANI OLEH P2TP2A 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN INDRAMAYU  

              
              DATA KORBAN TAHUN 2016– 2021 

          
              

NO. KASUS 

    TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ 0-18 18+ 

1 KDRT (KTP) - 35 - 1 - - - 1 3 - 2 - 

2 TRAFFIIKING 4 - 4 - - - 9 2 - 1 5 1 

3 

PERSETUBUHAN/ 
PERBUATAN 
CABUL/ 
PELECEHAN 
SEKSUAL 

- - 19 - 16 - 16 - 7 1 10 2 

4 
KEKERASAN 
FISIK 

- - 2 - 3 - - - 1 - 2 - 

5 PENELANTARAN - - - - 1 - 8 - 2 - 3 - 

6 KDRT (KTA) 24 - 1 - 1 - - - 1 - 2 - 

7 BAWA LARI - - - - 1 - 1 - 2 - - - 

8 DEPRESI - - 1 - - 1 - - - 1 - - 
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9 
KEKERASAN 
PSIKIS 

- - 6 - - - - - - - - - 

10 HAK ASUH ANAK - - 4 - 6 - 2 - 3 - 1 - 

11 ABH - - 46 - 2 - 1 - 1 - 2 - 

TOTAL 28 35 83 1 30 1 37 3 20 3 27 3 

              Ket : 
            Jumlah Pengaduan korban pada Tahun 

2021 
         Per Bulan Desember 2021 total : 30 

orang 
           

Dari hasil data yang didapat setiap tahunnya berawal ditahun 2016 

sampai dengan 2021 kasus trafficking pada anak sempat menurun, dan 

pada tahun 2021 kemarin naik lagi ada 5 anak yang dibawa ke Papua 

untuk bekerja disalah satu restoran, dengan di iming-imingi gaji yang 

besar namun pada kenyataan anak-anak tersebut dijadikan sebagai 

prostitusi.  

Sebagai catatan penting bahwa Pasal 1 angka 7 tersebut tidak 

membatasi diri dengan 10 (sepuluh) jenis eksploitasi saja, Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 mengatur eksploitasi tanpa limitasi. Sehingga, 

masih dimungkinkan untuk ditemukannya jenis-jenis eksploitasi lainnya 

yang dilakukan oleh pelaku tidak pidana perdagangan orang khususnya 

yang menjadikan anak sebagai korbannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 

menyebutkan bahwa: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dalam 

ketentuan Undang-Undang tersebut, anak adalah setiap orang yang 

berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang 

diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.  Sebagaimana yang di jelaskan 
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oleh Bapak Tokid Bidang Dalam Negeri Dinas Ketenagakerjaan 

kabupaten Indramayu:
88

 

“Untuk pekerja anak sendiri kita juga disini tidak bisa, karna 

pendaftaran itu melalui online dan berkas-berkas persyaratan yang 

harus diisi, umur juga, kalau umurnya belum 18 tahun itu tidak  

bisa, pendaftaran kerja disini prosesnya ketat, kalau adapun itu 

biasanya Keluar Negeri yang anak diperdagangkan, terus kalau 

untuk pekerja anak itu yanga anak-anak itu di luar kendala kami, 

mereka daftar mungkin karna faktor ekonomi keluarga dan 

lingkungan soalnya kalau di industri itu ngga sembarangan juga. ”. 

Hasil dari wawancara yang disampaikan oleh bapak Tokid selaku 

bidang dalam negeri (industri) bahwa anak di bawah umur tidak bisa 

mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu karna 

pendaftaran yang ketat, selain itu pekerja anak yang bekerja di toko dan 

lain sebagainya itu di luar pengetahuan dari Dinas Ketenagakerjaan.  

Upaya Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Indramayu dalam 

mengupayakan pengurangan kasus pekerja anak di kabupaten indramayu, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Tokid:
89

 

“Segala upaya dari kami dengan cara bersosialisasi untuk 

mengurangi pekerja anak tidak banyak ikut campur, dikarenakan 

faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan keluarga juga, karna 

di Indramayu juga banyak yang cerai dan anak-anak menjadi 

tulang punggung orang tuanya, faktor broken home yang sering 

terjadi. Kalau untuk trafficking itu sebenernya bukan hanya sekedar 

ekonomi yang sulit, bahkan yang ekonominya ditingkat standar 

dan kaya juga kasus trafficking itu pasti ada karna faktor 

lingkungan dengan tanpa memikirkan dampak kedepannya”. 
 

Dari hasil wawancara yang disampaikan bapak Tokid bahwa upaya 

yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan sudah dilakukan, dan faktor utama 
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dari pekerja anak adalah faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Kasus 

pekerja anak di Indramayu tidak melihat dia mampu atau tidak, melainkan 

keinginan dari diri sendiri.  

Di Indramayu masih tinggi kasus trafficking yang di perdagangkan 

ke luar negeri maupun dalam negeri. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Bapak Warid Selaku Bidang Penempatan Pekerja Luar Negeri:
90

 

“Kalau untuk pekerja migran yang daftar kesini belum ada yang 

memalsukan dokumen-dokumen yang penting, biasanya kalau 

umur di tuakan dan pemalsuan dokumen negara itu yang bawa 

kalau tidak PT ya calo, sejauh ini belum ada yang mendaftar 

pekerja migran keluar negeri yang umurnya di bawah umur 18 

tahun, karna disini juga pendaftaran sangat ketat yang boleh 

berangkat juga umurnya harus di atas 20 tahun usianya dan kami 

tau adanya pengaduan bahwa anak itu dibawah umur dari 

pengaduan orang tua maupun keluarganya yang mengadu ke 

BP2MI”.  

 

Pendaftaran pekerja migran Indonesia secara resmi itu persyaratan 

dan pendokumenan sangat ketat, berbeda dengan halnya yang dibawa oleh 

calo, maupun PT bisa dikatakan bahwa anak tersebut untuk 

diperdagangkan ke luar negeri. Dan pengaduan terhadap TKI yang 

bersangkutan itu langsung melapor kepada BP2MI kabupaten maupun 

Pusat. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Luar Negeri agar tidak terjadi 

kembali TKI pada anak, persyaryatan untuk bekerja ke Luar Negeri  dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Pasal 6 huruf a bahwa: 
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“berusia minimal 18 (delapan belan) tahun”.
91

 sebagaimana yang 

disampaikan oleh bapak warid:
92

 

“Untuk setiap tahunnya dari Dinas Ketenagakerjaan itu pasti 

sosialisasi namun beberpa waktu selama pandemi tidak bisa 

bersosialisasi dikarenakan sekolah masih online dan tidak adanya 

dana untuk bersosialisasi dana kebanyakan dipangkas sama 

pemerintah pusat, upaya pengurangan agar tidak terjadi lagi 

mungkin memberi pemahaman yang lebih, dan faktor utama dari 

pekerja anak, trafficking maupun TKI Anak yaitu Faktor 

ekonomi”.  

 

Hasil wawancara dengan bapak warid upaya agar tidak terjadi 

kembali kasus ini pada anak-anak yaitu dengan memberikan pemahaman 

yang lebih, dan setiap tahunnya Dinas Ketenagakerjaan baik Dalam Negeri 

ataupun Luar Negeri selalu melakukan sosialisasi, dan semua kembali 

kepada diri masing-masing dan pihak keluarga, dan dana dari pemerintah 

daerah pun tidak turun. Maka pengelolaan keuangan negara berperan 

penting dalam organisasi negara. Ini berfungsi mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi, stabilitas dan jugaa distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan 

suatu negara sebagaimana dimaksud dalam ayat IV Konstitusi UUD 1945. 

Oleh karena itu, penyempurnaan dan penguatan dalam keuangan negara, 

khususnya dalam pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu focus di 

Indonesia.
93
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 Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Anisa Bagian BP2MI 

(Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) kabupaten Indramayu:
94

 

“Kasus Pekerja Migran Indonesia yang dibawah umur masuknya 

ke trafficking  kalau di TKI, dan sejauh ini selama 3 tahun terakhir 

ada aja yang membuat laporan atau pelayanan pengaduan kasus ke 

BP2MI baik itu di Pusat maupun di Kabupaten dengan bentuk 

pengaduan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan itu 

illegal dimana mereka berangkat melalui calo maupun PT yang 

tidak bertanggung jawab, dan biasanya kami tau bahwa dia TTPO 

itu karna ada pengaduan yang masuk ke kami, dan yang di kami itu 

ada prosesnya yang resmi”.  

 

Hasil dari wawancara dengan mbak Anisa bahwa kasus pekerja 

migran pada anak tidak bisa terdeteksi karena yang di lakukan oleh bagian 

Luar Negeri itu adalah yang resmi yang di proses, dan prosesnya pun tidak 

mudah, banyak tahapan yang harus dilakukan, BP2MI akan mengetahui 

bahwa ada anak di bawah umur, ataupun dokumen dipalsukan itu jika 

hanya pengaduan kasus saja. Upaya yang dilakukan oleh BP2MI agar 

tidak terjadi kembali proses PMI illegal, sebagaimana yang disampaikan 

oleh mbak Anisa:
95

 

“Upaya untuk memutus rantai pemalsuan dokumen sih pasti ada, di 

cek terlebih dahulu dari yang bertugas, dan pemalsuan dokumen 

sebenarnya bukan dari pihak bidang luar negeri melainkan dari 

calo ataupun oknum yang memang sudah terbiasa untuk 

memalsukan. Dan itu juga masuknya bukan ke kami tapi mereka 

berangkat secara illegal makannya untuk mencari perlindungan 

hukum pun itu lumayan sulit. Karna dari kami pun bekerjasama 

dengan pihak kedutaan Indonesia yang berada di Negara-Negara 

yang memang ada pengaduan”. 
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Hasil wawancara dengan Mbak Anisa bahwa untuk pemutus rantai 

kasus TKI pada anakitu dengan memberhentikan pemalsuan dokumen dan 

pemerintah harus memperhatikan lebih untuk kasus ini. Sebagaimana hasil 

data yang di peroleh pada tahun 2019 sampai dengan 2021. 

Tabel.4 Data Pengaduan BP2MI 

No. Tahun Jumlah 

1.  2019 3 orang 

2. 2020 4 orang 

3. 2021 11 orang 

   

Hasil yang di dapat adalah hasil data yang berada di kabupaten 

Indramayu saja, banyak juga kasus yang melapor langsung ke BP2MI 

Provinsi maupun pusat. Data yang diatas adalah jumlah kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di bawah umur ataupun 

unprosuderal. Jumlah TPPO pada tahun 2021 yaitu 11 orang dengan 

korban anak perempuan yang diberangkatkan keluar negeri, dan minta di 

pulangkan oleh keluarganya, kasus tersebut sudah di peroses ditangani 

oleh BP2MI Provinsi Jawa Barat.  

Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadikan anak 

sebagai korbannya diatur dalam Pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 20017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan orang yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan 

menjadikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi 

dan melakukan pengiriman anak keluar negeri yang membuat anak 

tereksploitasi. 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang telah ikut 

berpartisipasi dengan menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi 

terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, yang lebih khusus adalah 

hak anak. Namun karena rendahnya penerapan serta penegak hukum di 

Indonesia, menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi terhadap anak 

yang terus terjadi. Maka perlu adanya peran negara dalam memberikan 

perlindungan dan perawatan anak bagi kesejahteraan dan masa depan 

anak. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak 

Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu Pasal 1 ayat 

(10) bahwa: “Perlindungan adalah kegiatan dan/atau tindakan dalam 

rangka melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi”.
96

  

Sebagaimana yang ditanggapi oleh IPTU Indri selaku Kanit PPA Polresta 

Indramayu:
97

 

“Kasus trafficking itu sudah menjadi masalah di Indonesia selain 

pada anak-anak pada perempuan juga sering terjadi. Kalau untuk 

bentuk perlindungan kepada korban trafficking pada anak ataupun 

perempuan, kami berkoordinasi dan menggandeng Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, 

Kemensos, dan lain-lain jadi kami tidak sendiri, bahkan kemarin 

kasus ke Papua pun, kami ikut turun tangan menjemput korban 

yang di Papua kemarin bersama Dinsos dan KPAI. Jadi untuk 

perlindungan pada anak itu lebih tepatnya berada di Dinas 

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, kalau untuk  menanyakan 

kasus pidananya bisa langsung ke sini. Dan untuk kasusnya itu 

sudah masuk pengadilan, untuk korban ada yang di pulangkan 
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langsung ke keluarganya dan berdamai dan ada juga yang masih 

yang masih menggugat pelaku.” 

 

Hasil wawancara dengan IPTU Indri bahwa untuk perlindungan 

pada anak itu sebenarnya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak karena menyangkut dengan anak, terkecuali jika 

memang sudah membahayakan korban, mengancam korban dan sudah 

termasuk tindak pidana. Kasus di Papua yang sebelumnya di sampaikan 

oleh ibu Susi bahwa pada tahun 2021 terjadi kasus trafficking pada anak 

dibawah umur, begitu juga yang disampaikan oleh IPTU Indri. Kasus ini 

pun sudah masuk dalam ranah pengadilan masih dalam proses belum 

sampai di putusan, untuk korban ada yang sudah di pulangkan dan ada 

juga yang masih di rumah singgah untuk diawasi psikologi anak tersebut. 

Peran Kepolisian dalam menanggapi Kasus pekerja anak  yaitu faktor 

penyebab terjadinya pekerja anak, sebagaimana yang sampaikan oleh 

IPTU Indri: 
98

 

“Pekerja anak pada anak ini sebetulnya tiap tahunnya naik turun, 

dan kami pun ketika ada laporan langsung eksekusi sesuai prosedur 

yang sudah ada. Dan faktor-faktor pekerja anak itu faktor ekonomi 

biasanya anak-anak itu tergiur sama kerja santai tapi dapet uang 

banyak, tanpa tau apa yang dikerjakan, kedua faktor lingkungan, 

kalau lingkungan itu karna di Indramayu apalagi di Desa anak-anak 

belum bekerja itu tandanya belum berbakti dan membantu orang 

tua, apalagi anak-anak yang menjadi TKI dengan pemalsuan 

dokumen-dokumen, faktor keluarga sebenarnya pekerja anak ini 

tidak terjadi pada orang yang ekonominya rendah saja, melainkan 

juga orang yang memiliki ekonomi tinggi, faktor keluarga yang 

broken home, ataupun yang utuh itu juga bisa penyebabnya. Kasus 

di Papua kemarin 5 orang itu dengan faktor lingkungan dan 

ekonomi.” 
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Hasil wawancara yang disampaikan IPTU Indri bahwa kasus 

pekerja anak tersebut anak-anak tergiur dengan Gaji yang besar, dan apa 

yang mereka inginkan bisa mereka beli tanpa memikirkan masa depannya. 

Faktor utama pekerja anak ini faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan. 

Upaya Perlindungan Hukum dari kepolisian untuk mengupayakan 

pengurangan kasus pekerja anak, sebagaimana yang di sampaikan oleh 

IPTU Indri:
99

 

“Upaya pengurangan kami selalu mengupayakan agar anak-anak 

itu tidak langsung tergiur pada seseorang yang mengajaknya untuk 

ikut bekerja dengan gaji yang besar, dan kami selalu bersosialisasi 

bersama dengan DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan yang 

lainnya. Kejahatan kan tidak tau dari mana asalnya dan niat jahat 

seseorang itu kan kita juga tidak mengetahuinya, dan kami pun 

bersosialisasi untuk masa depan anak, dan generasi penerus yang 

lebih hebat dari kami, karna mungkin pandemi juga anak-anak 

sekolah juga online, jadi kita mengantisipasi melalui webinar untuk 

bersosialisasi demi masa depan anak dan semoga saja tahun-tahun 

yang akan datang bisa berkurang.” 
 

Pihak kepolisan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengupayan 

perlindungan untuk mensejahterakan anak dengan cara bersosialisasi agar 

nantinya anak-anak tidak tergiur dengan isu-isu gaji yang besar dan 

nantinya anak tersebut akan di Jual ke oranglain.  
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C. Analisis Perlindungan Hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu Terhadap 

Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia 

Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat 

sebagai penggerak dan pengaman pembangunan serta hasill-hasilnya. Di 

sinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat. Hukum 

disamping sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat, atau dapat 

dikatakan juga sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial, hukum 

juga dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan individu individu 

agar tujuanya sesuai dengan tujuan masyarakat.
100

 

Negara modern adalah personifikasi dari sistem hukum. Artinya, 

negara dalam semua aqidahnya selalu berdasarkan hukum. Negara dalam 

konteks ini disebut juga sebagai negara hukum. Dalam perkembangan 

pemikiran tentang negara hukum, ada dua kelompok negara hukum, yaitu 

negara formal dan negara hukum materiil. Ini negara hukum materiil 

disebut juga dengan negara kesejahteraan. Kunci dari kesejahteraan negara 

adalah masalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.
101

  

 Untuk mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum Indonesia, 

selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka 

hukum juga harus memiliki fungsi di dalam perkembangannya beriringan 

dengan perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. 
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Menurut Bachsan Mustafa terkait hukum sebagai norma atau kadah harus 

memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidupa 

masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut: 
102

 

1. Hukum yang menjamin kepastian hukum. 

2. Hukum yang menjamin keadilan sosial. 

3. Hukum yang berfungsi pengayoman.  

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif 

di Indonesia yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat 

dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia 

telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukan 

dalam klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini 

dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertin Hak Asasi 

Manusia, yaitu “seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh 

negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 103 

Berdasarkan beberapa peraturan daerah Provinsi Jawa Barat 

Kabupaten Indramayu sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Anak 
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2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak  

3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Pencegahan dan Pelarangan Untuk Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak Di Kabupaten Indramayu 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pencegahan, Perlindungan Dan Pemulihan Perempuan 

Dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten 

Indramayu  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Layak Anak Pasal 5 bahwa “kebijakan 

pembentukan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan 

hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan 

kesehatan ramah anak, dan kampong ramah anak”. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu 

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang diambil dalam rangka 

pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan 

pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan 

implementasi PPRG. 

2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan 

proses pembangunan di semua bidang.  

3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan 

ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. 
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4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang 

5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban 

kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada 

penanganan wilayah on the spot. 

6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian 

Kabupaten/Kota Layak Anak. 

7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi 

kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak  

8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan  

perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus 

anak. 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan,  

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  

Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Tabel  

TC-26 berikut ini.  
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Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut “anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan”. Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kemudian pada konvensi 

ILO Nomor 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang 

untuk bekerja. Pada Undang-Undang ketenagakerjaan pengecualian 

pekerja anak yaitu “dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga 

belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan 

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental dan sosial.” 

Dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa anak memiliki perlindungan 

khusus jika terjadinya eksploitasi anak atau seksual dan Konvensi ILO 

Nomor 138 menjelaskan anak boleh bekerja dengan syarat bekerja secara 

ringan, atau tidak memberatkan anak. Agar anak tidak mengganggu 

kesehatan mental sosial, fisik dan mengganggu tumbuh kembang anak 

tersebut.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, segala hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban anak, 

siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Perlindungan Anak, 

pembentukan Komnas Perlindungan Anak telah diatur sedemikian rupa, 

dan jiga peran negara dalam memberikan perlindungan seperti yang dapat 

dilihat dari beberapa hal, yaitu:  
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a. Pengadopsian Konvensi Internasional tentang batasan usia minimum 

diperbolehkan bekerja ILO Nomor 138, dan sudah diratifikasi melalui 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dan Konvensi bentuk-bentuk terburuk dari buruh anak Nomor 182.  

b. Membuat Undang-Undang yang menjamin perlindungan anak dan 

memastikan bahwa anak-anak Indoneia mendapatkan haknya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 

235/MEN/2003 tantang jenis-jenis pekerja yang membahayakan 

kesehatan, keselamatan atau moral anak.  

d. Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia membuat Rencana Aksi 

Nasional (RAN) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

untuk anak. Rencangan ini disahkan melalui Keputusan Presiden 

Nomor 59 Tahun 2002. Tujuandari RAN tersebut untuk mencegah dan 

menghapuskan kekerasan terburuk pada anak.  

e. Membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (PPA).  

Meskipun semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang namun 

kenyataannya dilapangan masih banyak anak-anak yang tidak 

mendapatkan hak berserta perlindungan yang terlah diatur dalam Undang-

Undang perlindungan anak. Sanksi yang kurang tegas terhadap orang yang 
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memperkerjakan anak di bawah umur tidak dibahas secara khusus dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas sanksi terhadap orang 

yang melanggar hak anak secara umum.  

Akibat dari keadaan ini (pekerja anak di bawah umur), anak yang 

di harapkan dapat menjadi aset bagi Negara untuk mewujudkan anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, akan tetapi pada kenyatannya 

banyak anak-anak generasi penerus bangsa yang tidak mendapatkan 

haknya seperti mendapatkan pendidikan yang layak, karena ikut 

membantu perekonomian keluarga.  

Banyak Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 

ini mengatur tentang perlindungan bagi para pekerja baik pekerja dewasa, 

pekerja perempuan dan pekerja anak. Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan devinisi anak 

yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 
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1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Pasal 68 dan Pasal 69 pengusaha dilarang memperkerjakan anak, 

dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang 

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.  

Secara khusus, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak 

memberikan batasan pekerja anak. Pasal 185 dijelaskan siapa saja yang 

tidak memenuhi izin tertulis dari orang tua atau wali; melebihi waktu kerja 

maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada waktu sekolah dan mengganggu 

waktu sekolah; tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; tidak 

adanya hubungan kerja yang jelas; dan tidak memberi upah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi pidana penjara singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 

100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

400.000.000,00 (empat ratus juta).  

Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang 

saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilemma dalam 

upaya memperbaikinya. Pendidikan yang jelas merupakan cara utama 

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada 

kualitas, sistem, dan metode pendidikannya yang sering kali tidak menarik 

bagi anak-anak, bahkan mereka menyebakan terdorong masuk ke dunia 
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kerja. Faktor lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak 

adalah faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat 

hukum, pengawasan dan pelaksanaanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi 

pekerja anak di Kabupaten Indramayu ini telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas 

Ketenagakerjaan, dan Kepolisian dengan berbagai upaya diantaranya 

Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat. Namun faktor utama 

terjadinya pekerja anak yaitu faktor ekonomi. Sedangkan Edukasi yang 

dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

yaitu membuat wadah untuk anak-anak yang di bawah umur, agar anak 

tersebut memiliki keterampilan untuk dapat mengetahui kualitas diri 

sehingga lebih mengetahui minat dan bakatnya di masa depan.  

2. Berdasarkan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pekerja 

anak  dengan perspektif hukum positif yang terdapat dalam beberapa 

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Pekerja 

migran, penyelenggaraan layak anak, pencegahan eksploitasi seksual 

komersial anak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, kasus 

tersebut belum dapat teratasi secara maksimal.  
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B. Saran 

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu untuk mengoptimalkan 

perlindungan hukum pagi pekerja anak yang secara illegal agar menjaga 

kesejahteraan anak, pertembuhan, dan perkembangan pada anak.  

2. Saran dari peneliti sosialisasi mengenai pekerja anak dan trafficking 

yang berdasarkan Undang-Undang harus dilakukan kembali secara 

maksimal. Agar lebih mengena hingga kelapisan masyarakat.  
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